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BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

(=

BUTON TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan
akuntabilitas serta tertibnya pelaksanaan perjalanan dinas,
perlu mengatur tata cara dan menetapkan standar satuan
biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Makyat Daerah, Pegawai Negeri
Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawal Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buton Tahun Anggaran 2016;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat 1T di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851];

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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10.

11.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4356);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494|;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraiuran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwalilan Rakyat Daerah (lL.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Menetapkan :

T2

13.

i<,

15.

16,

17.

18.

19,

20.

Pcrgtumn Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010 tentang
PEI]Q_I.ELHEI.H Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah
i?itherapakalj diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi
PEJaba_tfPegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menleri Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pemberdayaan  Masyarakat Melalui Gerakan
Pemberdayvaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Beclanja Daerah Kabupaten Buton Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

PERJALANAN DINAS BACGI PEJABAT NECARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI] SIPIL, DAN PEGAWAIL TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2016,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
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10.

11

12,

13,

14,

15.

16.

. Daerah adalah Kabupaten Buton.
. Pemerintah  Daerah  adalah DBupati sebagai unsur

penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Buton.

. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Buton dan
Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Buton.

. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

discbut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah Kabupaten Buton.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, vang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Dacrah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton.

Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton selaku Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang.
Pengguna Anggaran yang selanjuinya disingkat PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebgian kewenangan pengguna anggarandalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat scbhagai pegawai ASN sccara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian  untuk — menduduki  njabatan
pemerintahan.
Pegawal Tidak Tetap, vang selanjutnya disingkat PTT adalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yvang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang
berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan
tugas pemerintabhan dan pembangunan vang bersifat teknis
profesional dan administrasi pada SKPD sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi.
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
yvang selanjutnya disebut TP-PKK adalah fasilitator, perencana,
pelaksana, pengendali dan pengerak pada tingkat daerah
untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra
4
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18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26,

27.

28,

kerja pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan/
lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dharma Wanita adalah organisasi kemasyarakatan vang
menghimpun dan membina istri Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dengan kegiatan
pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa diwilayah
Kabupaten Buton yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya
dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
daerah.

Anggota Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut
Anggota BPD adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa
dalam wilayah Kabupaten Buton.

Anggota  Lembaga  Pemberdayaan = Masyarakat, vang
sclanjutnya disebut Anggota LPM adalah Anggota Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat pada kelurahan dalam wilayah
Kabupaten Buton.

Kepala Urusan adalah adalah perangkat desa lainnya sebagai
pelaksana teknis lapangan yang mecmbantu pelaksanaan
tugas-tugas Sekretaris Desa di desa dalam wilayah Kabupaten
Buton.

Kepala Dusun adalah adalah perangkat desa lainnya sebagai
unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam
pelaksanaan tugas-tugas operasional pemerintah desa di desa
dalam wilayah Kabupaten Buton.

Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan di kelurahan
dalam wilayah Kabupaten Butomn.

Tokoh Adat adalah adalah orang perscorangan Warga Negara
Indonesia yang duduk dalam lembaga adat yang merupakan
organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal
usulnva untuk melakukan kegialan pelestarian serta
pengembangan adat budaya yang dibentuk pada masa
Pemerintahan Kesultanan Buton.

Tokoh Agama adalah orang perscrorangan Warga Negara
Indonesia yang duduk dalam organisasi keagamaan dan
berperan aktil dalam menjalankan kegiatan beribadah atau
kegiatan keagamaan yang lainnya di daerah.

Tokoh Pemuda adalah orang perseorangan Warga Negara
[ndonesia yang duduk dalam organisasi kepemudaan dan
berperan aktif dalam menjalankan kegiatan kepemudaan di
daerah.

Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara
Indonesia yang berdomisili di daerah.

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang herwenang
menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT)
dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
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29.

30,

31.

32,

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40).

41.

42,

43.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK SKPD adalah pejabat vang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota
dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat
kedudukan semula yang dilakukan untuk kepentingan Negara
atas perintah pejabat yang berwenang.

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan
perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara vang memilikd
hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dalam rangka
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat
SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi
Pejabat Negara, Pejabat Eselon, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain,
Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Eselon,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan
dinas berdasarkan perintah pejabat vang berwenang.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung
terlebih dahulu (pre-calculated amound) dan dibayarkan
sekaligus.

Biaya Riil adalah biava yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran vang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan
vang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut
Peraturan ini.

Tempat kedudukan adalah tempat/daerah/wilayah dimana
kantor/satuan kerja berada.

Tempat Tujuan adalah tempal/kota yang menjadi tujuan

perjalanan dinas.

Luar daerah adalah luar wilayah administratif Kabupaten

Buton.

Dalam daerah adalah dalam wilayah administratif Kabupaten

Buton.

Uang Harian adalah penggantian bhiaya keperluan sehari-hari

pegawai negeri/non pegawai negeri yang dapat digunakan

untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku sclama

melaksanakan perjalanan dinas.

Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon 11, yang

melaksanakan perjalanan dinas di dalam dan luar daerah.

Sewa kendaraan dalam kota adalah biaya sewa kendaraan

yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
6




44,

45,

DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk
pelaksanaan tugas di kota tempat tujuan selama
melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat
yang berlanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan
disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA] atau dokumen lain
yvang dipersamakan.

Standar besarnya biaya perjalanan dinas adalah standar
besarnya biaya masing-masing komponen pembiayaan
perjalanan dinas vang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

BAB 11
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-
prinsip sebagai berikut:

4.

b.

(1)

selektif, vaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyelengaraan pemerintahan;

ketersediman anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian
kinerja SKPD;

efisicnsi penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan
frekkuensi dan lamanya perjalanan dinas; dan

akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan
Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan
dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi:

4. Bupati ;
h. Wakil Bupati;
c. Pimpinan dan Anggota DPRD ;

7




(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3]

Sekretaris Daerah;
PNS;
TP-PKK/Dharma Wanita/Dekranasda;
Tenaga Ahli;
Kepala Desa;
. PTT/Staf Khusus/Ajudan;
Anggota BFPD,;
j. Anggota LPM;
k. Perangkat Desa;
I. Perangkat Kelurahan;dan

m. Tokoh masvarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh
Pemuda, dan masyarakat.

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan perjalanan dinas yang biayanya menggunakan
APBD, meliputi:

a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
h. perjalanan dinas luar daerah.

Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, adalah perjalanan dinas dari tempat
kedudukan ke kecamatan-kecamatan/desa yang dilaksanakan
di dalam daerah.

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah perjalanan dinas yang melewati batas
daerah, meliputi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi,
perjalanan dinas ke luar provinsi, dan perjalanan dinas ke luar
negeri,

BwR ot oA

. e

Bagian Kedua
Tujuan Perjalanan Dinas

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilakukan untuk kepentingan daerah dalam
rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan,

Perjalanan dinas dalam rangka studi banding dibatasi baik
jumlah orang, jumlah hari, maupun frekuensinya, dan
dilakukan secara selektif.

Perjalanan dinas unfuk mengikuti undangan dalam rangka
workshop, seminar, lokakarya, Pagelaran Seni dan Budaya
dan sejenisnya atas undangan atau tawaran dari organisasi
dan/atau lembaga tertentu diluar instansi pemerintah,
dilakukan sangat selektif dalam rangka penghematan
anggaran.




(4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat
guna kemajuan daerah.

(5) Perjalanan dinas dapat juga dilakukan dalam rangka:

a. menjemput/mengantarkan ke  tempat — pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawal Negeri yang meninggal
dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau

b. menjemput/mengantarkan ke  tempat — pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal
dunia dari Tempat Kedudukan vyang tcrakhir ke Kota
tempat pemakaman.

Pasal 5

{1) Untuk kepentingan pemerintah daerah Pegawai Tidak Tetap,
TP-PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, Staf Khusus, BPD,
LPM, Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, Tenaga Ahli,
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda,
dan masyarakat dapat diberikan perjalanan dinas.

{2} Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan dan
kesesuaian dengan bidang tugas/keahlian yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Lama Perjalanan Dinas

Pasal 6

(1) Lamanya perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

a. perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten paling
lama 2 {dua) hari;

b. khusus perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten
dalam rangka penagihan, pemeriksaan/audit, survei
lapangan dan pendataan lamanya perjalanan dinas
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran;

c. perjalanan dinas luar daerah:

1) dalam provinsi, untuk kegiatan
a) konsultasi/koordinasi/Kajian Antar Daerah paling
lama 3 (tiga) hari;
b) rapat kerja, workshop, seminar, lokakarya, Pagelaran
Seni dan Budaya dan sejenisnya lamanya perjalanan



dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang
bersangkutan;

¢] menjemput/mengantar jenazah paling lama 3 (tiga)
hari.

2) luar provinsi, untuk kegiatan
a) konsultasi/koordinasi/Kajian Antar Daerah paling
lama 5 [Lima} hari; dan

b) rapat kerja, workshop, seminar, lokakarya, Pagelaran
Seni dan Budaya dan sejenisnya lamanya perjalanan
dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang
bersangkutan;
¢] menjemput/mengantar jenazah paling lama 4 (empat)
hari.
3) Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 10 (sepuluh)
hari.
(2) Perjalanan Dinas bagi anggota DPRD dalam rangka kegiatan
masa reses dalam daerah dan Kajian Antar Daerah di luar
daerah luar provinsi, dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.

(3) Perjalanan Dinas Anggota DPRD dalam rangka kegiatan masa
reses, Kajian Antar Dacrah, dan Bimbigan Teknis (BIMTEK),
dapat mengikutsertakan staf pendamping paling banyak 2
[dua) orang.

BAB IV
KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

(1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas:
uang harian;

fasilitas dan biaya transpor;

biaya penginapan;

uang representasi;

Sewa Kendaraan Dalam Kota; dan

f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas:

oo oo

a. uang makan;
b. uang transpor lokal; dan
C. uang saku.
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3)

()

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10]

(11)

Penggunaan fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b diberikan sesuai penggolongan Pelaksana
SPPD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan, termasuk biaya ke terminal/bandara/pelabuhan
dan ke tempat penginapan/hotel pergi pulang;

b. retribusi yang dipungut di terminal/ stasiun/bandara/
pelabuhan keberangkatan dan kepulangan,

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya

penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku

ketentuan sebagai berikut;

a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan
sesuai standar besarnya komponen biaya perjalanan dinas
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

b. biava penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dibayarkan secara fumpsum.
Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf
d, hanva diberikan kecpada Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan pejabat eselon 1.
Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] huruf e, adalah biaya dari tempat penginapan/hotel ke
tempat kegiatan begitu pula sebaliknya dari tempat kegiatan
kembai ke tempat penginapan/hotel, yang dilengkapi dengan
bukti-bukti yang sah.
Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) khusus diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan
anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, untuk Xkeperluan
pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dan dapat menggunakan
sewa kendaraan secara harian.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) orang
dan/atau kelompok (sampai dengan 3 orang) dalam satu surat
tugas dengan tujuan dan kegiatan yvang sama, dengan pesawat
dan jam keberangkatan yang sama, maka untuk biaya
kendaraan dari bandara ke penginapan /hotel termasuk
sewa kendaraan dalam kota dibebankan pada satu orang,
yvang lain menjadi pengikut.

Riaya menjemput/ mengantar jenazah schagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi
penjemput/pengantar, bhiaya pemetian dan biaya

angkutan jenazah.
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(1)

(3)

(L)

(2)

Pasal 8

Penetapan besarnya komponen biaya perjalanan dinas
schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) termasuk
fasilitas transportasi yang digunakan, digolongkan sebagai
berikut:

a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris
Daerah;

b. Anggola DPRD, Pejabal Eselon 11, dan Ketua/Wakil Ketua
TP-PKK/Dekranasda;

c. Pejabat Eselon I, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-
PKK/Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita;

d. Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP-PKK/
Dekranasda, Sekretaris/Anggota Dharma Wanita, dan
Kepala Desa;

e, PNS Golongan III;

{. PNS golongan II, PNS golongan [, Ajudan Non PNS,
Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, tckoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda;
dan

g. PTT, Stal Khusus, dan masyarakat yang disesuaikan
dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan.

Besarnya komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I,

Lampiran II, Lampiran III, Lampiran 1V, Lampiran V, Lampiran

V1, Lampiran Vi1, Lampiran V111, Lampiran IX, Lampiran X dan

Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Khusus bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris

Daerah, besarnya komponen biaya perjalanan dinas

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti
pelatihan /bimbingan teknis diluar daerah dengan
pembebanan kontribusi, hanya diberikan biaya uang harian
pada saat kedatangan dan kepulangan.

Apabila Panitia Pelatihan/Bimbingan Teknis di luar daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak
mengalokasikan/memberikan uang saku kepada peserta,
Pelaksana SPPD diberikan uang harian berupa uang saku
selama mengikuti kegiatan sebesar 30% (tiga puluh peren) dari
standar uang harian.
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Pasal 10

(1} Pelaksana SPPD yang sedang melakukan perjalanan Dinas
dan mendapatkan perintah untuk mengikuti kegiatan lain
baik pada daerah yang sama maupun pada daerah lain yang
mengakibatkan  terjadinya  penambahan  jumlah  hari
perjalanan dinas, diberikan tambahan uang harian selama
mengikuti kegiatan dimaksud.

(2) Pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan uang harian
paling banyak selama 7 (tujuh) hari.

BAB V
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 11

(1) Untuk Perjalanan dinas dalam daerah, dapat diberikan biaya
perjalanan dinas berupa:

a. uang harian;

b. biaya penginapan;

c. uang representasi; dan/atau
d. biaya transpor.

{2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diberikan apabila perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan
lebih dari 6 (enam) jam.

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
dibayarkan secara lumpsum, sesuai standar -besarnya
lcomponen biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.

(4) Biaya perjalanan dinas di wilayah Ibukota Kabupaten Buton di
Pasarwajo hanya diberikan uang harian khusus untuk
kegiatan meliputi pemeriksaan/audit, survey lapangan,
pengukuran tanah, penagihan, dan pendataan dalam wilayah
Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo.

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, diberikan apabila Pelaksana SPPD menginap di
hotel/penginapan di tempat yang dituju, dengan ketentuan
tidak melebihi standar besarnya biaya Hotel/penginapan yang
ditetapkan.

(6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan [asilitas
hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5],
berlaku kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(6) Peraturan Bupati ini.
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(7) Uang representast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon 11
yvang melakukan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

(8) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dihitung sesuai biaya riil Pergi Pulang (PP) dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju, dan paling tinggi sesuai
standar besarnya biava transpor vang ditetapkan.

Pasal 12

(1) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah yang lama
perjalanan Pergi Pulang (PP} termasuk pelaksanaan
kegiatannya lebih dari 6 (enam) jam tetapi tidak menginap di
tempat yvang dituju, diberikan biaya transpor dan uang harian
dan tidak diberikan biaya penginapan.

(2] Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dengan
menggunakan kendaraan dinas dan lama perjalanan Pergi
Pulang (PP] termasuk pelaksanaan kegiatannya tidak lebih
dari 6 (enam| jam, Pelaksana SPPD diberikan bahan bakar
minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

BAB VI
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Pasal 13

(1) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, diberikan

biayva perjalanan dinas yang terdiri dari:

a. uang harian;

b. biaya penginapan,

c. fasilitas dan biaya transpor (apabila perjalanan dinas
menggunakan kendaraan umumj;

d. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

€. uang representasl.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibayarkan secara lumpsum, sesuai standatr besarnya biaya
perjalanan dinas yang ditetapkan.

(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan
berdasarkan bukti yang sah, dengan ketentuan tidak melebihi
standar besarnya biaya Haotel/penginapan yang ditetapkan.
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(4)

(8)

(9)

Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas
hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
berlalu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(6) Peraturan Bupati ini.

Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Biaya transporiasi perjalanan luar daerah dalam provinsi
menggunakan bhiaya riil.

Biaya transpor untuk perjalanan dinas luar daerah dalam
provinsi dengan menggunakan kendaraan dinas, dibuktikan
dengan nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
disesuaikan dengan jarak tempuh Pergi Pulang (PP) termasuk
penggantian biava penveberangan kendaraan dinas.

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, khusus diberikan kepada Pejabal Negara,
Pimpinan/Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat
menggunakan sewa kendaraan secara harian.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf
e, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara,
Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat
Eselon 1L

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

(1)

(3)

FPasal 14

Untuk perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi,
diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:

a. uang harian;

biaya penginapan;

fasilitas dan biava transpor;

biava port tax;

sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

[. uang representasi.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dan dibavarkan secara lumpsum sesuai banyaknya hari yang
digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas, dan sesuai
standar besarnya biaya perjalanan dinas yang ditetapkan,
Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut
b, diberikan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan
berdasarkan bukti yang sah, dengan ketentuan tidak melebihi
standar besarnya biava hotel/penginapan yvang ditetapkan.

o poE
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(3)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10]

Dalam hal Pelaksana SFPD tidak menggunakan [asilitas hotel/
penginapan schagaimana dimaksud pada ayat (3], berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (6)
Peraturan Bupati ini.

Biaya transpor dari dan ke bandara/dermaga akan
diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.

Fasilitas lransportasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢, digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar provinsi
menggunakan biaya riil.

Biava port tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dibayarkan sesuai dengan tarif port tax yang berlaku pada
bandara/dermaga keberangkatan dan kepulangan.

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, khusus diberikan kepada Pcjabat Negara,
Pimpinan/Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapal
menggunakan sewa kendaraan secara harian.

Uang representasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD), Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon 1L

Pasal 15

Perjalanan dinas ke luar provinsi selain menggunakan pesawat
udara juga dapat menggunakan kapal laut.

(1)

(2)

BAB VIII
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 16

Untuk perjalanan dinas dengan tujuan ke luar Negeri
diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:

a. uang harian;

biaya penginapan,

fasilitas dan biaya transpor;

biaya port tax;

sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

f. uang representasi.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a,
dibayarkan secara [umpsum sesual banyaknya hari yang
digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas, dan sesuai
standar besarnya biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.

1o
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(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf
b, diberikan sesuai dengan biayva riil yang dikeluarkan
berdasarkan bukti yvang sah.

(4) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar negeri
menggunakan biaya riil.

(5) Biaya port tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dibayarkan sesuai dengan tarif port tax yang berlaku pada
bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, khusus diberikan kepada Pejabat Negara,
Pimpinan/Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat
menggunakan sewa kendaraan secara harian.

(7) Uang representasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara,
Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat
Eselon 11.

Pasal 17

Perjalanan dinas ke luar negeri selain menggunakan pesawat
udara juga dapal menggunakan kapal laut.

Pasal 18

Perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri sipil
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIX
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA

Bagian Kesatu
Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 19

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas
(SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang
diterbitkan olch Pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yvang berwcnang dalam menandatangani SPT dan
SPPD harus memperhatikan kepentingan serta tujuan
perjalanan dinas.
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(3) Kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

.

untuk perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah atas persetujuan Bupati;

bagi pejabal dan staf Sekretariat Daerah yang melakukan
perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah,
SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
nama Bupati dan apabila Sekretaris Daerah tidak berada di
tempat, SPT dan SPPD tersebut ditandatangani oleh
Pelaksana Sekretaris Daerah atas nama Bupati,

bagi Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas dalam
daerah maupun luar daerah, SPT ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala
SKPD yang bersangkutan;

bhagi Pejabat Eselon 11, Eselon IV, dan Staf SKPD yang
melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, SPT
dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD vyang
bersangkutan;

dalam hal Kepala SKFD tidak berada di tempat dan atau
berhalangan, kewenangan penandatanganan 3SPT/SPPD
sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan oleh
Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Kepala SKPD;

. bagi Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan

perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dan
SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;

bagi Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam
daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camal yang
bersangkutan sedangkan untuk perjalanan dinas ke luar
daerah SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan
SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan;

khusus untuk kegiatan yang pengelolaannya dilimpahkan
kepada KPA, SPPD ditandatangani oleh KPA yang
bersangkutan, sedangkan SPT ditandatangani oleh Kepala
SKPD;

bagi Kepala Sekolah, Guru, Staf SD/SMP/SMA/SMK dan
Kepala/Staf UPT SKPD yang melakukan perjalanan dinas
dalam daerah, SPT dan SPPD dilandatangani oleh Kepala
Sekolah/Kepala UPTD yang bersangkutan sedangkan
untuk ke luar dacrah SPT dan SPPD ditandatangani oleh
Kepala SKPD yang bersangkutan

bagi Lurah/Stal Kelurahan dan Sekrelaris Desa yang
melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
dalam provinsi SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat,
sedangkan untuk perjalanan dinas Luar Provinsi SPT dan
SPPD ditandatangani cleh Sekretaris Daerah;
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(1)

(3)

(4)

(3)

©)

J. bagi Kepala Desa/Ketua BPD/Ketua LPM yang melakukan

perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar daerah dalam
provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat,
sedangkan untuk perjalanan dinas ke luar provinsi, SPT
dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

k. Bagi TP-PKK/Dharma Wanita/ Dekranasda/Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Pemuda dan
masyarakat yang melakukan perjalanan dinas dalam
daerah, ke luar daerah dalam provinsi, dan keluar provinsi
SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD
penyelenggara kegiatan yang bersangkutan; dan

1. Bagi Tenaga Ahli yang melakukan perjalanan dinas dalam
daerah, ke luar daerah dalam provinsi, dan keluar provinsi
SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD
penyelenggaran kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 20

SPPD merupakan bukti dan pertanggungjawaban pelaksanaan
perjalanan dinas.

Pada lembaran SPPD tidak boleh terdapat penghapusan-
penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.

Perubahan-perubahan pada lembaran SPPD dapat dilakukan
dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabal yang
herwenang.

Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat
secara terperinci dalam rincian SPPD.

Pembayaran hiaya perjalanan dinas dicatat pada rincian SPPD
dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKFPD
yang bersangkutan serta tanda tangan pihak akan melakukan
perjalanan dinas sebagai tanda terima.

Pada lembaran SPPD memuat catalan tentang:

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada
dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat
lain yang ditunjuk;

b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan
ditandatangani oleh pihak/pejabat di intansi/tempat yang
dituju; dan

c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan
ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang
ditunjule.

Paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas

dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba

kembali dan tanda tangan pejabat vang berwecnang/pejabat
lain yang ditunjuk serta laporan perjalanan dinas sudah harus
diserahkan kepada bendahara pengeluaran,
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(8] Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diadakan perhitungan
kembali jika terdapat kekurangan/kelebihan biava perjalanan
dinas dari yang telah dibayarkan semula.

(9) Pertanggungjawaban biaya-biaya perjalanan dinas yang telah
dibayarkan menjadi bukti bahwa perjalanan dinas dimaksud
benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang
telah ditetapkan.

Pasal 21

Format SPT dan SPPD beserta lampirannya tercantum dalam
Lampiran XI, Lampiran XII, dan Lampiran XIII Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Laporan Perjalanan Dinas

Pasal 22

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melakukan Perjalanan
Dinas harus membuat Laporan Perjalanan Dinas yang
memuat laporan hasil kegiatan perjalanan dinas dan hal-hal
yvang direkomendasikan untuk diambil manfaatnya bagi
kepentingan pemerintah daerah.

(2) Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas
schagaimana dimaksud pada ayal (5), tercantum dalam
Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bukti Perjalanan Dinas

Pasal 23

(1} Setiap perjalanan dinas harus dibuktikan dengan SPT, SPPD,
bukti transportasi, sewa kendaraan dalam kota, bukti
penginapan/hotel (apabila ada), laporan hasil perjalanan dinas
yang diketahui oleh kepala SKPD, dan daftar pengeluaran riil
(apabila ada).

(2] Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi dalam
melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

a. tiket transportasi dari tempat kedudukan le
terminal /bandara/pelabuhan pergi pulang;
b. tiket transportasi dari terminal bus/ bandara/pelabuhan ke
tempat tujuan pergi pulang;
c. tilkket pesawat [dilampiri boarding pass dan airport tax), tiket
kapal laut, dan tiket bus/maobil atau bukti pembelian tiket,
20
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

4]

(1)

Pengeluaran riil khusus biaya transportasi atau sewa
kendaraan dalam kota serta penginapan yang tidak dapat
dibuktikan dengan kuitansi atau bukti lainnya yang sah,
dapat dibuat dalam bentuk Daftar Pengeluaran Riil yang
ditandatangani oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dan diketahui
oleh Kepala SKPD dengan menyatakan tanggungjawab
sepenuhnya atas pengeluaran sebagali pengganti bulkti
pengeluaran dimaksud.

Kepala SKPD menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-
biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Biaya Riil
schagaimana dimaksud pada ayat (3).

Format Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan
dalam rincian biaya perjalanan dinas, sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan
Bupati ini.

Pasal 24

Pihak vyang telah melakukan perjalanan dinas wajib
menyampaikan bukti asli atas semua pengeluaran/biaya
dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada Bendahara
Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran melakukan perhitungan rampung
atas seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan disampaikan kepada
PA/KPA.

Apabila terdapat kelebihan pembayaran, pihak yang telah
melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan
tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan
PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan
tersebut kepada pihak yang telah melakukan perjalanan dinas.

Hagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 25

Metode pembayvaran biaya perjalanan dinas, diatur sebagai
berikut:

a. uang harian dibayarkan secara fumpsum;

b. biaya transpor perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan
sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi;

21



iy

(2)

(3)

(3]

(6)

(1)

(2)

¢. biaya transpor luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya
riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan;

d. biaya penginapan dibavarkan sesuai dengan biaya riil
dengan batas tertinggi; dan

e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan
biaya riil dengan batas tertinggi.

Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas
pagn anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang
bersangkutan.

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan
mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran
Langsung (LS).

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPPD

dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS)

sehagaimana dimaksud padda ayat (3), apabila:

a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya
sebelum perjalanan dinas dilaksanakan; dan

b. perjalanan dinas telah dilakukan scbelum biaya perjalanan
dinas dibayarkan.

Biava perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara

Pengeluaran melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berlaku

ketentuan sebagai berikuf:

a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan ternyata
melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh
pelaksana perjalanan dinas, maka kelebihan pembayaran
tersebut harus disetorkan ke Kas Daecrah; dan

h. apabila biayva perjalanan dinas yang dibayarkan kurang
dari biayva perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh
pelaksana perjalanan dinas, maka kekurangan tersebut
tidak memperoleh penggantian.

Pembayaran hiaya perjalanan dinas melalui mekanisme
Pembayaran Langsung (LS}, sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pembatalan Perjalanan Dinas

Pasal 26

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas
Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-
SKPD berkenaan.

Pembatalan  pelaksanaan Perjalanan Dinas .Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. adanya pembaialan atau perubahan jadwal kegiatan dari
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penvelenggara kegiatan yang seharusnya dihadiri;
dan/atau

b. adanya pcrintah Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan
lain yang sifatnya mendesak.

(3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka
pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] meliputi:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas  Perjalanan
Dinas Jabatan dari Pejabat yang menandatangani
SPT/SPPD berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2);

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas Jabatan yang ditandatangani oleh PPK;
dan

¢. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian
BiayaTranspor dari perusahaan jasa transportasi yang
disahkan oleh oleh PPK.
(3} Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:

a. biaya pembatalan tiket transportasi; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak
dapat dikembalikan/ refurd.

(4) Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Jabalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul a,
tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

(5) Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas Jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan
Bupati ini.

Pasal 27

(1) Dalam hal Pelaksana SPPD masih berada di tempat tujuan
dan mendapatkan penambahan penugasan /perintah lain dari
Pejabat yang mengeluarkan SPT/SPPD yang berakibat pada
batalnya tiket transportasi pulang, hiaya tiket transportasi
dimaksud dapat digantikan dan dibebankan pada DPA-SKPD.

(2) Dokumen vyang harus dilampirkan dalam  rangka
pembebanan biaya penggantian tiket transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Surat pernyataan pembebanan biaya Pembatalan tikel
perialanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang
menandatangani SPT/SPPD; dan

b.Tanda  bukti besaran biaya transport (tiket] dari
perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh PPK

-
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(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD

4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) sebagai berikut:
a. biava pembatalan tiket transportasi; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak
dapat dikembalikan,/ refund.

Format Surat pernyataan pembebanan biaya Pembatalan
tiket perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini;

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan
perjalanan dinas dengan memperhatikan hal-hal yang
mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan
penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan
lamanya perjalanan.

Kepala SKPD menyclenggarakan pengendalian internal
terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas di  lingkungan
SKPDnya masing-masing,

Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pejabat yang berwenang, serta pihak yang melakukan
perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas
kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari
kesalahan, kelalaian atau kealpaan vang bersangkutan dalam
hubungannva dengan perjalanan dinas berkenaan.

Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dapat dikenakan tindakan berupa:

a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku; dan/atau

b. sanksi administratilf dan tindakan-tindakan lainnya
menurut ketentuan yang berlaku.
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BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pegawal Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan Dinas Luar
Provinsi dengan ketentuan PTT yang bersangkutan memiliki
kemampuan teknis dan/atau keahlian khusus untuk mengikuti
kegiatan dan/atau mendampingi DPecjabat yang melakukan
perjalanan dinas di luar Provinsi.

BAB KNI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, Peraturan Bupati
Buton Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupatii ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal /6 Desember 2015

BUYPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEUABAT | PARYS
- sexoa 1
~ AsisTeN T
e S e
_ Ka BPKP E
- H-bﬁ‘m“:
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BAB XI
KETENTUAN LATN-LAIN

Pasal 30

Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan Dinas Luar Provinsi
dengan ketentuan FIT yang bersangkutan memiliki kemampuan teknis
dan/atan keahlian khusus untuk mengikuti kegiatan dan/atau
mendampingi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas di luar Provinsi.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
"' Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak
berlakmu.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal /8 Desember 2015

BUPATI BUTON,
Cap/ Ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal ]; Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH,

a.n. BUFATI BUTON
SEKRETARIS DAERAH,

Dra. Hj. WA ODE ICIISANA MALIKI M.Si

Pembina Utama Madya,IV/d
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR 8{?
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LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR :.2¢ TAHUN 2015
TANGGAL : /& Desember 2015

FORMAT
SURAT TUGAS

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
SEKRETARIAT DAERAH

VadR/TT it i 'I']'|1. !':H{]’,.!‘:l e (OO
PASARWAJO

SURAT PERINTAHTUGAS
Nomor : 094/

Dasar 1. Peraturan Bupati Buton Nomeor ... Tahun 20.. tentang Perjalanan Dinas bag
Pejaba Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 20, ;
2. Surat Undangan/Radie Gram/formulir berita/..............ccocinnin,
3. dst.

MENLGASKAN:
Kepada : Nama
Panglkat/Gol R e LS =

Instansi

Untuk

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di .............
pada tanggal .......covoiimeiiiinn

PIMPINAN SKPD,

NAMA
Panglcat /NTP
Tembusan
j & o % H
2, e
B e .
4. Arsip.
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LAMPIRAN

MITPERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2% TAHUN 2015
TANGCGAL : /§ Desember 2015

FORMAT SFPD

Lampiran Xl

Peraturan Bupat Buton tentang

Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRD, PNS dan PTT dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton T.A 2016

Momor
Tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
EEKRETARIAT DAERAH

dalan . cetemis TR BORGEY s Vag, (UL .o
PASARWAJO

Lembar Ke

Kode Mo

Nomor
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAE (SPPD)

Pejabat berwenang yang memberi |

1. | perintah J
2. | Nama / NIP Pegawal yang diperintahkan
3. | a. Pangkatdan Golongan ruang gajl 2.

Menurut PP No. 6 Tahun 1997
b. labatan Instansi
¢ Tingkat menurut perjalanan dinas =

4. | Maksud Perjalanan Dinas

5. | Alat angkutan yang dipergunakan

6. | a. Tempat berangkat

b.  Tempat tujuan
7. | a. Lamanya perjalanan dinas

t.  Tanggal berangkat

c. Tanggal harus kembali / tiba

di tempat baru
|

8. | Pengikkut
9. | Pembebanan Anggaran

a. Instansi

b. Mata Anggaran

10. | Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di: ..........

KEPALA SKPD,

MAMA/NIFP




L "

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPAT! BUTON
NOMOR : 2% TAHUN 2015
TANGGAL : 76 Desember 2015

FORMAT LAMPIRAN SPFPD

Lampiran XIII
Peraturan Bupati Buton tentang

SPPD No.

Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara. Pimpinan dan Berangkat dari
Anggota DPRD, PNS dan PITT dilingkungan (Tempat

Pemerintah Kabupaten Buten T.4 2016 kedudukan)
Momor Ke
Tanggal Pada Tanggal
KEPALA SKPD,
NAMA/NIP
I Tibadi z Beranglkat dari
Pada tenggal < Ke L
Kepala I Pada tanggal -
Kepala
NP, Nip.
II. Tibadi . = Berangkat dari  :

Pada tanggal : | Ke :

Kepala : Para tanggal
Kepala

NIP. Nip.
1. Tiba di ; | Berangkal dari

Pada tanggal : Ke

Kepala : Pada tanggal
Kepala

NIP, Mip.
V. Tibadi - Tiba Kembali di

Pada tanggal : Pada tanggal -

Kepala £ Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
perjalanan  terselat  atas  penntahnya dan
semata-mata  untuk  kepentingan  jabatan

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
NIP,
KEPALA SKPD,
Nip.

V. Catatan Lain-Lain

PERITATIAN:  Pejubat vang berwenaig mencrbitkan SPPD pegawai veng melalukan perjalal dinoes para pejabul vidg
yang mengesakan fanggal  berangkat tibks serts hendahsrawan  hertanggungiswah herdasarkan
Peramran-peratiran kelangan usgara apahila negars menderita rugl akibat kesalahun Kelalalan dan

keglpaannya.
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LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 2% TAHUN 2015
TANGGAL (A5 Desember 2015

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
SEKRETARIAT DAERAH

LT T, [V P Iy sttty Thim (OO L Fas. [D403) .00
PAIARWAID

A. Yang melakukan perjalanan dinas:
Nama :
Pangkat /Gol /Ruang
NIP :
Jabhatan :

B. Dasar Kegiatan Perjalanan Dinas:
1,
2.

C. Maksud & Tujuan Perjalanan Dinas:

T L R T L T e e e R TR ]

Tmsmmamr s R EES B HA A ERE R BTN R R AR I Em A s F ARG AR I AR I AT AR A A SIS R S AR R R AR AT

D. Isi Laporan Perajalanan Dinas:

e e T T L Ll L L L T T T e T T

R L L L L I I T N R R L TR

Dentikian laporan kegiatan perjalanan dinas ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya

Mengetahui:

Atasan Langsung, Pembuat Laporan,

NAMA / NIP
NAMA

Tembusan :

. PimpinanSKPD;

BEErssssEESEEEIEEEE N AR e Sy

Arsip.

o ol
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LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : =% TAHUN 2015
TANGGAL : /& Desember 2015

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan i bawali i

NIP

Jabatan

Berdararkan Surat Perntah Perjalanan Dinas | SPPD ) tanggal .. , Nomor
.. flemgan ini kami menyatakan dengan s.esungguh.njra bahwa

1.

Hiaya transport pegawai di baweh ini yang tidak dapat diperoleh bukdd-bukt pengeluarannya, meliputi

O TURAIAN JUMLAH

2. Jumlah vang teraebut pada angka | di atss benar-benar dikeluarkan uwntuk pelaksanaan p'EIjﬂlE_ﬂE:n
dinas dimalksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Dasrah,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan scbhagaunana mestinya.

., langgal, bulan, tabun

Mengetahini/ Menyetujui Pejabal Negara/Pegawai Negeri
PAJKPA, yang melakukan perjalanan dinas,
NIP, NIP.
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LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2% TAHUN 2015
TANGGAL : /§ Desember 2015

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor @ ..o

Tanggal

PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
NOMOR

|
2

JUMLAH RY. tivinsisiniiiii

TERBILANG :

Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar

Bendahara, Yang menerima,

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetaplan sejumlah 55 4 ¢ TP
Yang telah dibayar semula : Hp.
Sisa Kurang/lehbih TRP. e

Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang ditunjuk

Culedaly |

Prjabal yaug borwenang /| Pejabat vang ditunjuk uotuk menghitung SPEL R pung ditetaplkan oleh Kepala BEFD
masing-masing / Peogguns Anggaran f Kuass Penpguos Aggaran.
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LAMPIRAN XVIIIPERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 2% TAHUN 2015
TANGGAL :/§ Desember 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP
SKPD Penerbit Surst Perintah Tugas [SPT)

SURAT PERNYATAAN FEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

DOMOR...uirssarssiarnassnoss

Yang bertanda tangan di bawah ini:

MNama

NIP
Jabatan
Instansi  :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas
namas:

Nama i
NIP
Jabatan
Instansi

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan dischabkan adanyva keperluan dinas
lainnya vang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

e ey e e S S Lo O S T T T I L Ll iR T e ey

Schubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh pejubal /pegawal negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidalk benar, sava
bertanggung jawab penuh dan  bersedia diproses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan
Pejabat Penandatangan SPT
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LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR c 2¢ TAHUN 2015
TANGGAL : fﬁ Desember 2015

FORMAT SURAT PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

HOP
SHPD Penerbit Surat Perintah Tugas (SPT}

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah mi:

Mama
NIE
[ r‘x Jabatan
- Instansi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan

berdasarkan Surat Tugas Nomor: .......tanggal.......... dan SFPD
Nomer.........tanggal...........atas nama:

Nama :

NIP =

Jabatan z

Instansi 1

dibatalkan  sesuai dengan  surat  Pernyataan — Pembatalan  Tugas

Perjalanan Dinas Jabatan Nomor............. tanggal .........
r Berkenaan dengan pembatalan tersebul, biaya (ranspor berupa
~ dan biaya penginapan vang telah terlanjur dibayarkan atas
beban DIPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar
- B sehingga dibebankan pada DIPA NOILOT e vvseasaninres
TRLTREIAL o e s ras o r i sn s FAERET oy wiiieiiailoidintiduihn e

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarmnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedin menyetorkan
kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Yang Membuat Pernyataan
(PPK-SKPD]
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LAMPIRAN 1T FERATURAN BUFATI BUTON

2

NOMOR . TAHUN 2015
TANGOAL ; DESEMBER 2015

CHECK LIST PENGAJUAN SPID BELANJA LANGEUNG
CLFP CGLF OTW ST MIHIL DGU NIHIL OLS HOMORARIUM LS FERALANAN DINAS

TLS DAK LS DAK TAMBAHAM CLS DAL NILS JASA KOMSULTAN CLS LAINMYA

‘Baral Penganier A

Check LIsd PP

Sirsl Pemystaan Tanggung Jawsb Mutsk (SPTIM-LE) PAKPA

Surat Pemystaan PAKPA baiwes yang digjukan SPM LS

Surat Perryataan Tangpung Jmwah Belsrma [SPTE-LS) PAKPA

Sirat Perintah Membayar [SPM)

|Canar Rincian Perhitungan Uang Persedisan (UM}

|Pukapitutast Perhitungan Uang Persediaan (L)

{Fotn Copy SPID GLI NihH dan Bend 1/ atas Fengamhalian LIF Tahu Anggaran yang laly

iS A | o o | e |l R | ig

Fate Copy Surst Persehsguan PPKO stas Panggunaan Tambahan Usng (TU)

11

Daftar Rincian Rencena Penggunasn Tambatn Lang (TLI)

Feto Copy Rekaning ofan Benoehars Pengeluarn SKPD yang menunjuien seido femkdi

Gurat Tarwla Setorat (Sard 17 sisa UP)

Daftar Mamninaiif

Foto Copy SurM SK- SK/ Surst Parintab/Surst Tugas yang skan dilksanaksn

Fate Copy Buktl Kepamilikan Tansh

Foto Copy Sursl Keterangan Ahll Warfa'Sural Kuasa WWars bike Pemilik Tanah mennggal Durra

Foto Copy Daftar Mominall PamilikTensh dan besaran hams

Foto Copy Undangan dari Penysienggars (untuk Cikdetinek SeminsWorkshop)

Fotc Gopy Daftar Hadir {Untuk Exiratocding)

Foto Copy Sistat Pesanan

Foto Copy SPK

Fobe Copy Sural Perjanjisn Konrsk

Fote Copy Suret Pedaniian Mulai Keda (SPh)

Foto Copy Syarat-Syarst Khusus Kontrak

Fesure Belanja'Kontrak

Pemmchonan Uang Muka

Rencian Penggunsan Liang Muka

Folo Copy Laporan Reallsas| Kontrak Pitak Keliga (uniuk pekerjam yg bansiftat tshapanfismmyn/ multiyesns)

Foba Copy Serita Acara Kemajuan

Foto Capy Berita Acars Penyslesaisn Haull Pekensan

Fota Copy Barts Acars Seren Terima Hasil Peksrjuan

Fiattanst'Buktl ksaBukti Pembalian

Foln Copy Badta Acera Permbayaren

Foto Copy Sursl Pemyaisan Kesanggupsn Meiaksanakan Pekedjsan

AR REER e ELREEHRRE S

Fofo Copy Referensi Rekening Bank, NEWP

CATATAMN n

— T ——

TGL. DITERIMA

KEFALA BrOANG PERBENDAHARAAN

Mermyetujui

PREBIWRE, —iscsiaiimriirsirmess—

Mengetahusi Tedsh diperitsa sasani kelengkapan dokumen
KEPALA LB AIDANG BELAMIA sebsgaimana terlampir,

............. 016

NAMA il

NIP. ™

HIE,
BU?EEUTDN.

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN




